
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN LEBONG 

 NOMOR 14 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

(RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 – 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LEBONG, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang 
berdampak pada perubahan Nomenklatur Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD), serta pergeseran dan penggabungan 
beberapa urusan tugas pokok dan fungsi OPD, maka dari 
itu harus dilakukan Perubahan pada Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong 
Tahun 2016-2021; 
 

b. bahwa sesuai Pasal 264 ayat (1), Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
mengamanatkan bahwa Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Lebong Tahun 2012 – 2016. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 
 



 
3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  
Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 
 
 
 
 
 
 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

 
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional  Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
517); 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Kajian Lingkungan Strategis Dalam 
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 994); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan 
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Lebong Tahun 2012 – 2032; 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 – 2025; 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah  Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2016-
2021; 
 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat 
Daerah  dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong; 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lebong Tahaun Anggaran 2017;  

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG, 
 

dan 
 

BUPATI LEBONG, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
(RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 – 2021. 
 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  beserta  perangkat  daerah  

sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 
yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka 
mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

5. Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  yang  selanjutnya  
disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lebong yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025; 

6. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah Perubahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong yang memuat 
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyelarasan 
arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada 
RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang 
selanjutnya disingkat RKPD  adalah  dokumen  perencanaan  
pembangunan  Daerah  Kabupaten Lebong untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), adalah 
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 



9. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah 
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

10. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
adalah rencana strategis bisnis lima tahunan OPD yang menerapkan 
Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu 
kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD). 

11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang 
selanjutnya disebut PPK-BLUD , adalah pola pengelolaan keuangan 
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat   untuk   meningkatkan   pelayanan   
kepada   masyarakat   dalam   rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Daerah untuk mencapai tujuan. 

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh  alokasi anggaran,  atau  
kegiatan  masyarakat  yang  dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.  

 
BAB II 

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAHKABUPATEN LEBONG 

 
Pasal 2 

 
(1) Perubahan RPJMD  memuat  Visi,  Misi dan  Prioritas  Program  

Pembangunan  Bupati  /Wakil Bupati Tahun 2016-2021 serta 
penyelarasan arah kebijakan pembangunan dengan RPJMD Provinsi 
Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2014-2019 sekaligus 
berkedudukan sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rincian  Visi,  Misi  dan  Prioritas  Program  Pembangunan  
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 tersebut serta penyelarasan 
arah kabijakan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 3 

 
Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2012-2016, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 
a. Bab I : Pendahuluan. 
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah. 
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta 

perubahan Proyeksi Pendatan dan Belanja Daerah. 
d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis dan penambahan Matrik 

penyelarasan Isu-isu Strategis RPJMD Kabupaten dengan 
RPJMD Provinsi dan RPJMN. 
 e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan penambahan 
Matrik penyelarasan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten 
dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. 
 



f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan dan penambahan Matrik 
penyelarasan Strategi dan arah Kebijakan RPJMD 
Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. 
 g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan 
penambahan Matrik penyelarasan Arah Kebijakan dan 
Program  Prioritas RPJMD Kabupaten dengan RPJMD 
Provinsi dan RPJMN. 
 h. Bab VIII : Indikasi  Rencana  Program  Prioritas  Yang  Disertai 
Kebutuhan Pendanaan. 

i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah. 
j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. 

 
Pasal 4 

 
Penjabaran Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
akan ditindaklanjuti dalam RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah  (PPK- BLUD) yang diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 4 Desember 2017 

 
 BUPATI LEBONG, 

Cap/Dto 

H. ROSJONSYAH 

Diundang di Tubei 
pada Tanggal 4 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

 
Cap/Dto 

 
H. MIRWAN EFFENDI 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 

Drs. SYABAHUL ADHA 
     NIP.19670321 198603 1 001 
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